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Abstrak 
Peraturan perjanjian pekerjaan yang dilakukan PT. Mitra Andalan Sakti dengan 
Rena Rekalme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontruksi hukum perjanjian antara PT 
Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame ditinjau dari perspektif hukum perdata 
dan bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pekerjaan 
antara PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame ditinjau dari perspektif 
hukum perdata. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis 
penelitian ini deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dan mempelajari 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan di PT. Mitra Andalan 
Sakti di Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Mitra Andalan 
Sakti di Semarang dan Rena Rekalme telah menjalankan perjanjian pekerjaan 
arsitektur dan tanggung jawab hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 
 
Kata Kunci: perjanjian kerja, arsitek, tanggung jawab hukum, perspektif hukum 
 
Abstract 
Work agreement regulations by PT Mitra Andalan Sakti with Rena Rekalme is 
regulated in civil code. This study aims to analyze how the legal construction of 
the agreement between PT Mitra Andalan Sakti and Rena Reklame is viewed 
from a civil law perspective and how the legal responsibilities of the parties in the 
employment agreement between PT Mitra Andalan Sakti and Rena Reklame are 
viewed from a civil law perspective. This approach uses a normative juridical 
approach. This type of research is descriptive. The data collection method used in 
this research is using the library research method and studying the primary, 
secondary and tertiary legal materials conducted at PT. Mitra Andalan Sakti in 
Semarang. The results of this study indicate that PT. Mitra Andalan Sakti in 
Semarang and Rena Rekalme have carried out an architectural work agreement 
and legal responsibility in accordance with civil code. 
 




Industrialisasi adalah usaha menggalakan industri dalam suatu negara, Era 
industrialisasi merupakan era yang ditandai dengan bertumbuhnya industri, baik 
industri manufaktur maupun industri jasa (Rumijati, 2020). Pertumbuhan industri 
dalam bidang industri jasa ditandai dengan berkembangnya jasa arsitek, karena 
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arsitek sebagai salah satu komponen masyarakat yang berperan di dalam 
pembentukan peradaban kehidupan manusia. Seorang arsitek dalam melakukan 
pekerjannya harus melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan orang dan/atau 
badan hukum yang memerlukan jasa arsitek, hal ini dilakukan guna menentukan 
hak dan kewajiban para pihak dalam proses pekerjaan arsitek serta memberikan 
kepastian hukum kepada para pihak dan perjanjian dibuat secara tertulis bertujuan 
sebagai alat bukti apabila terjadi konflik dikemudian hari (Salim, 2011). 
Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam buku III (pasal 1233-1864) 
tentang perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk 
pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW 
yaitu: tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian 
(Sinaga, 2018).  Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya pada satu 
orang atau lebih (Budiwati, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu 
perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mengikat kedua pihak tersebut, dalam 
hal salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka pihak lain dalam 
pelaksanaan perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaan melalui 
mekanisme dan jalur yang hukum yang berlaku (Subekti, 1995). 
Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa 
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum 
perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti bahwa setiap orang 
bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian 
macam apapun, sepanjang perjanjian itu dapat dibuat secara sah dan beritikad 
baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Harianto, 2016). 
Sedangkan jenis perjanjian yaitu salah satunya adalah perjanjian pemborongan. 
Sebagai dasar dari perjanjian pemborongan KUH Perdata mengatur dalam pasal 
1601 butir (b) yang berbunyi “pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan 
mana pihak yang satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan), dengan menerima 
suatu harga yang ditetukan”. Dalam Undang-undang Pedoman Hubungan Kerja 
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antara Arsitek dengan Pengguna Jasa dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah 
suatu ikatan hubungan kerja secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum 
antara pihak Pengguna Jasa dan Arsitek yang menjalin hubungan kerja, di mana di 
dalamnya diterangkan dengan jelas dan tegas sekurang-kurangnya tentang lingkup 
pekerjaan atau tugas dan uraiannya, serta penetapan batasan waktu dan anggaran, 
serta imbalan jasa maupun biaya penggantian serta tata cara pembayarannya, yang 
sesuai dan mengacu serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Jasa 
Konstruksi dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Konstruksi dan 
atau mengikuti ketentuan Standar Perjanjian Kerja Konstruksi untuk jasa arsitek 
yang diterbitkan oleh IAI. 
Sebagai syarat sahnya perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata menentukan 
empat syarat sahnya perjanjian yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan suatu sebab 
yang halal. 
 Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena 
menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama 
dan kedua tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya bahwa 
salah satu pihak dalam perjanjian mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan 
atas perjanjian yang telah disepakati, apabila para pihak dalam perjanjian tidak 
ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap sah. Sedangkan syarat ketiga 
dan keempat disebut dengan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. 
Syarat ketiga dan keeampat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. 
Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada (Salim, 2017). 
Berdasarkan asas konsensualitas yang terkandung dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau 
pesetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok tentang apa 
yang menjadi obyek perjanjian. Berpedoman pada asas konsensualitas tersebut, 
maka untuk menentukan apakah telah lahir suatu perjanjian dan kapan perjanjian 
itu lahir, harus mengetahui apakah telah terjadi kesepakatan dan kapan 
kesepakatan itu terjadi. Berkaitan dengan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313, dimana dalam perjanjian ada 
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kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak diperkenankan ada pihak yang 
dirugikan (Prasetyo, 2017). 
Borongan pekerjaan yang berasal dari pihak swasta dan dikerjakan oleh 
perusahaan jasa konstruksi (pemborong) tersebut perlu dibuat suatu perjanjian 
atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Secara garis besar, tatanan hukum 
perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi 
tujuannya.  
PT Mitra Andalan Sakti dalam usahanya tidak terlepas dari kerjasama 
dengan pekerja (pemborong), sehingga dalam melakukan suatu hubungan kerja 
PT Mitra Andalan Sakti membuat suatu perjanjian kerja. Tidak terkecuali 
hubungan kerjanya dengan Rena Reklame. Perjanjian kerja tersebut 
mengakibatkan adanya hubungan perdata yang mengikat kedua belah pihak 
sekaligus menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Mengenai hak-hak 
dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian pemborongan hanya sedikit sekali 
diatur dalam KUHPerdata. Sebagian besar hak dan kewajiban tersebut diatur 
dalam peraturan standar pemborongan, kemudian dimuat secara terperinci dalam 
perjanjian, juga dalam rencana kerja dan syarat (Sofwan, 1982). 
Berdasarkam uraian singkat kasus di atas, maka penyusun tertarik untuk 
membahas lebih lanjut mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian pekerjaan tersebut 
dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis 
Terhadap Perjanjian Pekerjaan Arsitektur Antara PT.  Mitra Andalan Sakti 
Dengan Rena Reklame Perspektif Hukum Perdata.” 
 
2. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, penelitian 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain 
(Amiruddin & Asikin, 2008). Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti 
mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran perjanjian pekerjaan 
pembuatan logo dan nama pada gedung rawat jalan RSUD Soegiri Lamongan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Konstruksi hukum meliputi: Bentuk dan Isi perjanjian antara PT Mitra 
Andalan Sakti dengan Rena Reklame 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 10/03/2020 lalu 
bersama Bapak Suharno, beliau selaku pimpinan dari Rena Reklame yang 
melakukan perjanjian dengan PT. Mitra Andalan Sakti untuk melaksanakan 
pekerjaan arsitektur meliputi “Pekerjaan Logo dan Nama” pada “Pembangunan 
Gedung Rawat Jalan RSUD Soegiri Lamongan” dan juga memberikan data 
berupa surat perjanjian pekerjaan arsitektur. 
Bentuk dan isi perjanjian pekerjaan arsitektur antara para pihak yang telah 
dilaksanakan dengan menggunakan perjanjian secara tertulis. Pihak-pihak yang 
ikut serta dalam menandatangani perjanjian tersebut adalah pemberi pekerjaan dan 
penerima pekerjaan.  
Hasil analisis perspektif hukum perdata dari bentuk dan isi dari perjanjian 
pekerjaan arsitektur yang meliputi “pekerjaan logo dan nama” pada Pembangunan 
Gedung Rawat Jalan RSUD Soegiri Lamongan, maka dapat dianalisis bahwa 
bentuk dan isi perjanjian pekerjaan arsitektur dibuat secara tertulis, pihak dalam 
perjanjian menuangkan mengenai kepentingan para pihak, syarat-syarat, hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian yang 
dibuat tertulis oleh para pihak merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak 
yang dimuat dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 
Selain berisi mengenai identitas para pihak, dalam perjanjian tersebut 
memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal, yang 
diantaranya mengatur tentang objek yang diperjanjikan, subjek yang 
diperjanjikan, ruang lingkup pekerjaan, dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan, nilai 
kontrak pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, 
cara pembayaran pekerjaan, denda, pekerjaan tambah kurang, perselisihan, lain-
lain. 
Didalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa: 
“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  
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Seperti halnya telah disebutkan didalam pasal 1313 KUH Perdata maka 
dapat diketahui bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan 
siapa saja, tidak terkecuali pihak Rena Reklame yang mengikatkan dirinya 
Terhadap PT. Mitra Andalan Sakti dengan melakukan suatu perbuatan perjanjian 
pekerjaan yang meliputi “Pekerjan Logo dan Nama” pada Pembangunan Gedung 
Rawat Jalan RSUD Soegiri Lamongan dan telah sesuai dengan KUH Perdata. 
Dengan adanya perjanjian tersebut, maka jelas bahwa perjanjian antara PT. Mitra 
Andalan Sakti dengan Rena Reklame dibuat guna berbuat suatu. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan pasal 1234 yang menjelaskan bahwa : 
“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa perjanjian antara PT. 
Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame bertujuan untuk melaksanakan 
pekerjaan arsitektur yang meliputi pekerjaan logo dan nama yang dijelaskan 
dalam pasal 1 perjanjian tersebut. 
Didalam suatu perjanjian selain semua orang bebas untuk melakukan suatu 
perjanjian ada juga asas yang mengatur mengenai isi dari suatu perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak. Asas tersebut diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata mengatur asas kebebasan berkontrak yang 
menyatakan bahwa :  
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”  
 
Yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian 
yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu 
dapat dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum 
dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada 
seseorang untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian dalam 
bentuk lesan maupun tertulis, mengadakan perjanjian dengan siapapun, dengan 
menentukan isi, syarat perjanjian. 
Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh  PT. Mitra Andalan Sakti dengan 
Rena Reklame, dimana mereka mengadakan perjanjian pekerjaan arsitektur dalam 
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hal pekerjaan logo dan nama pada Pembagunan Gedung Rawat Jalan RSUD 
Soegiri Lamongan. Dalam perjanjian tersebut terdapat pasal-pasal yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak yakni pasal yang memuat tentang ruang lingkup 
pekerjaan, dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan, nilai kontrak pekerjaan, jangka 
waktu pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, cara pembayaran pekerjaan, 
denda, pekerjaan tambah kurang, perselisihan dan lain-lain. 
Pasal-pasal yang terdapat didalam perjanjian pekerjaan arsitektur yang telah 
dibuat secara sah dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini belaku 
sebagai undang-undang bagi pihak PT. Mitra Andalan Sakti dan Rena Reklame. 
Dengan berlakunya perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai suatu undang-
undang maka berlaku pula dalam perjanjian tersebut asas pacta sunt servanda 
(mengikat para pihak).  Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta 
sunt servanda merupakan asas yang langsung berhubungan dengan akibat suatu 
perjanjian. Seperti halnya dengan perjanjian yang diadakan antara PT. Mitra 
Andalan Sakti dengan Rena Reklame mengakibatkan adanya suatu hal yang 
mengikat anatara kedua belah pihak, yaitu adanya Hak dan Kewajiban dari 
masing-masing pihak.  
Suatu perjanjian yang sudah dibuat dan disahkan oleh para pihak maka 
perjanjian itu tidak dapat sewena-wena dibatalkan oleh salah satu pihak. 
Mengingat perjanjian itu dibuat oleh satu atau lebih pihak yang bersepakat. Hal 
ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
yang berbunyi : 
 “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu”.  
 
Yang berarti bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak 
tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak 
lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, 
maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. 
Seperti halnya perjanjian yang dibuat antara PT. Mitra Andalan Sakti 
dengan Rena Reklame, perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua 
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belah pihak terkait Pekerjaan Logo dan Nama yang telah ditanda tangani oleh 
kedua belah pihak dan berlaku bagi sebagai undang-undang, maka perjanjian 
tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari 
pihak lain.  
Selain itu, didalam SPK Pasal 4 disebutkan bahwa pekerjaan logo dan nama 
sudah berjalan sejak tanggal 10 Oktober 2019 sejak disepakati dan ditanda tangani 
oleh kedua belah pihak. Maka dari itu perjanjian tersebut tidak bisa ditarik oleh 
salah satu pihak, baik dari pihak PT. Mitra Andalan Sakti ataupun Rena Reklame. 
Suatu perjanjian selain tidak dapat ditarik secara sepihak, perjanjian juga 
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Seperti dijelaskan dalam ketentuan Pasal 
1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan “Suatu 
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya para pihak dalam 
pelaksanaan perjanjian, sejak mulainya sebuah perjanjian hingga berakhirnya 
suatu perjanjian harus berdasarkan itikad baik. Jika salah satu pihak dalam 
perjanjian tidak dapat beritikad baik maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.   
Didalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Mitra Andalan Sakti dengan 
Rena Reklame telah berjalan sesuai perjanjian, dimana didalam pasal 4 SPK 
pekerjaan logo dan lama sudah berjalan sejak tanggal 10 Oktober 2019 dan 
diselesaikan pada tanggal 20 November 2019. Hal ini membuktikan bahwa dalam  
pelaksanaannya perjanjian antara PT. Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame 
telah dilaksanakan dengan itikad baik. 
Surat perjanjian yang dibuat oleh PT. Mitra Andalan Sakti dengan rena 
Reklame adalah suatu perjanjian pekerjaan dibidang arsitektur yang meliputi 
pekerjaan logo dan nama. Perjanjian kerja disebut dalam pasal 1601 KUHPerdata 
yang berbunyi:  
“selain perjanjian –perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang 
diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-
syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka 
adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan 
menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.” 
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Mengenai pemborongan pekerjaan dijelaskan dalam pasal 1601 b KUH 
Perdata bahwa: 
“pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang 
satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu 
pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang lain memborongkan, dengan 
menerima suatu harga yang ditentukan”. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap surat 
perjanjian antara PT. Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame, didalam premis 
perjanjian tersebut dijelaskan bahwa  
“PIHAK KESATU dan KEDUA dengan ini menyatakan telah setuju dan 
bersepakat untuk mengikatan diri dalam suatu perjanjian Pemborongan 
Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana 
tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini”. 
Dengan adanya premis tersebut maka pihak Rena Reklame  telah sepakat 
untuk melakukan pekerjaan pemborongan dengan PT. Mitra Andalan Sakti 
dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati. 
3.2 Tanggung jawab hukum: Wanprestasi, Overmacht dan Perbuatan 
Melawan Hukum 
Menurut isi perjanjian pekerjaan tersebut dituliskan bahwa apabila salah satu 
pihak melanggar kewajibannya yang tersebut dalam suatu pasal didalam 
perjanjian ini maka pihak yang dirugikan atas tindakan pihak lain yang berupa 
cidera janji (wanprestasi) berhak meminta ganti kerugian kepada pihak yang 
melakukan wanprestasi, atas tindakan tersebut maka pihak yang dirugikan berhak 
untuk meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi dengan 
sejumlah kerugian yang telah diderita kecuali dalam hal kerugian tersebut 
disebabkan oleh adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui adanya suatu 
keadaan memaksa diluar kemampuan para pihak dalam perjanjian. 
Wanprestasi merupakan suatu bentuk tindakan ingkar janji yang dilakukan 
oleh salah satu pihak yang tidak mampu melaksanakan isi dari perjanjian, atau 
melaksanakan isi perjanjian tetapi terlambat dan melakukan apa yang seharsunya 
tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi 
dapat mengakhiri perjanjian dengan melakukan pembatalan, meminta ganti 
kerugian dari pihak yang melanggar perjanjian tersebut. 
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Wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian pekerjaan arsitektur tersebut 
dengan ketentuan yang ada dalam norma telah sesuai, 
Wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan arsitektur tersebut diatas dengan 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam norma, Yurisprudensi, dan Doktrin telah 
sesuai karena dalam isi perjanjian pekerjaan arsitektur menyebutkan dan 
menjelaskan mengenai wanprestasi walaupun tidak secara detail yaitu apabila 
salah satu pihak dalam perjanjian melanggar ketentuan dari  isi pasal perjanjian 
ini, pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut berhak 
meminta sejumlah ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi dengan 
sejumlah kerugian yang telah diderita kecuali dalam hal kerugian tersebut 
disebabkan oleh adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui adanya suatu 
keadaan memaksa diluar kemampuan para pihak dalam perjanjian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan Kitab Undang 
undang Hukum Perdata : 
Overmacht dalam perjanjian pekerjaan arsitektur ini tidak dijelaskan dalam pasal 
perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan 
Kitab Undang undang Hukum Perdata sebagai berikut: Perbuatan Melawan 





Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap surat perjanjian 
antara PT. Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame, diketahui bahwa pejanjian 
yang diadakan oleh kedua belah pihak dibuat secara tertulis  hal ini dibuktikan 
dengan adanya surat perjanjian pekerjaan arsitektur nomor 021/SPK/MAS-
SMG/RS.SOEGIRI/X/2019 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua 
belah pihak. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan dimana 
kedua belah pihak  terlibat dalam pembuatan perjanjiam pekerjaan tersebut.  
Perjanjian pekerjaan arsitekur tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 
1313 KUH Perdata yang dapat diketahui bahwa setiap orang bebas untuk 
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melakukan perjanjian dengan siapa saja, tidak terkecuali pihak Rena Reklame 
yang mengikatkan dirinya Terhadap PT. Mitra Andalan Sakti dengan melakukan 
suatu perbuatan perjanjian pekerjaan yang meliputi “Pekerjan Logo dan Nama” 
pada Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Soegiri Lamongan dan telah 
sesuai dengan KUH Perdata. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka jelas 
bahwa perjanjian antara PT. Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame dibuat 
guna berbuat suatu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata.  
Perjanjian antara PT Mitra andalan Sakti dengan Rena Reklame telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) (2) (3) KUH Perdata diatara lain 
perjanjian itu mengikat para pihak, tidak dapat ditarik kembali dan harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain itu, perjanjian pekerjaan arsitekur 
tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1601 (b) KUH Perdata, hal ini 
dibuktikan dengan adanya para pihak yaitu direktur utama PT. Mitra Andalan 
Sakti yang memborongkan pekerjaan arsitektur kepada pimpinan Rena Reklame 
sebagai pihak yang menerima pemborongan pekerjaan arsitektur meliputi 
pembuatan logo dan nama pada pembangunan gedung rawat jalan RSUD Soegiri 
lamongan.  
Dalam hal pemenuhan syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian, sehingga 
perjanjian tersebut berlaku secara sah, perjanjian yang dibuat antara PT Mitra 
Andalan Sakti dengan Rena Reklame telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Persesuaian Kehendak atau Kesepakatan 
Para Pihak, Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Perjanjian, Suatu Hal 
Tertentu, Suatu Sebab yang Halal. 
Dari perjanjian perkerjaan arsitektur antara Pihak PT. Mitra Andalan Sakti 
dengan Rena Reklame dapat diketahui bentuk dari tanggungjawab hukum para 
pihak atas tindakan wanprestasi, overmach dan perbuatan melawan hukum. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa perjanjian 
yang dibuat oleh PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame atas tindakan 
wanprestasi telah sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata apabila salah satu pihak 
melakukan tindakan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan 
wanprestasi tersebut berhak meminta sejumlah ganti kerugian dari pihak yang 
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melakukan wanprestasi dengan sejumlah kerugian yang telah diderita kecuali 
dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh adanya suatu peristiwa yang tidak 
dapat diketahui adanya suatu keadaan memaksa diluar kemampuan para pihak 
dalam perjanjian.  
Dalam hal pemenuhan tanggung jawab hukum terhadap tindakan 
overmach dan perbuatan melawan hukum didalam Perjanjian Pekerjaan Arsitektur 
yang dibuat oleh PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame tidak termuat 
pasal-pasal mengenai pemenuhan tanggung jawab hukum atas tindakan tersebut.  
4.2 Saran 
Bagi para pihak dalam perjanjian yaitu PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena 
Reklame, dalam membuat suatu perjanjian selain memperhatikan konstruksi 
hukum, para pihak seharusnya memperhatikan pula tanggung jawab hukum dari 
masing-masing pihak terdapat tindakan overmach dan perbuatan melawan hukum. 
Hal ini sebagai upaya pencegahan agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang 
tidak diinginkan akibat dari tindakan overmach dan perbuatan melawan hukum. 
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